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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 200¢

TENTANG

PEMRBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA ~A-2AR AL AN

bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan sumber
pendapatan daerah perlu pelayanan publik secara obrofesional

melaiul Badan Usaha Milik Daerah:

5 bahwa untuk menjamin pefayanan publik yang profesional periu

dibentuk Perusaharsn Daerah:

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas maka perlu membertuk Peraturan Daerah Kota

Padar Alam

1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
(lLembaran Negara Rl Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 2387);
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WALIKOTA PAGAR AlLAM
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan -

L

b,

(&1

Dacrah adalah Kota Pagar Alam;
Omre rirtk Bacrah adaloh Pemerintah Dacrah Keta Pagar Alam,

-
RS R R R 1N ) e bl et 1 b bl

Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam:

Dowan Penwanilan Rakyat Daerah adalah Dewan PerwaKiian
R Aakyvat Laeran Kota Paaar Alami,

Peiusah Nacrah sioiah Penisahoan Dacrah Kcota Pagar Alam,

.l
TP PP TR S LSRR LR L

Oireksi adalah Direktur Utama dan Direktur-direktur lainnya pada
perusahaan dacrah,
Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam;

dan Pengawas Perusahaan LCacrah

Padan Pongawas adaiah Badan

i it et . e

Kota Paqgar Alam.

BABII

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1)

(2)

(M

(2)

Pasal 2

perusahaan Daerah didirikan oleh Penierintah Kota dengan nama

Perusahaan Daerah:
Kantor Pusat Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Pagar

Alam dan dapat mendirikan cabang dan atau anak perusahaan di

daerah lain berdasarkan kebutuhan.
Pasal 3

Perusahaan Daerah mempunyal tujuan untuk mendapatkan
keuntungan  @Quna meningkatkan  pelayanan publik  dan
menaembangkan perekonomian serta menambah Pendapatan Asli

[ P e
acran,

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl.

Perusahaan Daerah melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang

meliput bidang-bidang

industri;

o

b. Perdagangan Limun,

c. Agro Bisnis;

(S8
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(3)

(1)

-

(2)

(3)

{4}

{1)

2

(3)

Perluasan maupun penaurangan bidang usaha Perusahaan Daerah
dapat dilakukan atas pertimbangan Badan Pengawas dengan

persetuiuan Komisaris.

BABII
PERMODALAN

Pasal 4

Modal Perusahaan Daerah terdiri uniuk seluruhnya atat untuk

sehacian dari kekavaan daerah yana dipisahkan:

1 Modal Perusahaan Daerah Yyang seluruhnya terdiri dari

kekayaan daerah vang dipisahkan tidak terciri atas saham-

saham;
b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas

tordiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan modal

perusahaan itu terdin dari atas saham-saham.

Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari

kekavaan daerah vang dipisahkan terdiri atas saham-saham:

Semua alat hauid disimpan dalam Bank Sumatera Selatan dan atau

Bank Pemerintah lainnya vana ditunjuk.

BABIV
SAHAM-SAHAM

Pasal 6

$aham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham

perioritas uan saham-saham biasa:
Saham-saham perioritas hanya dapat cimiliki oleh daerah:

Saham-saham biasa dapat dimifiki oleh daerah, warga Negara

indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan

hukim Indonesia;



(4)

(»

Kapengurusan Perusaha

Besarnya jumlah nominal dari saham-sahem perioritas dan saham-

saham biasa ditetapkan dalam Peraturan pendirian Perusahaan

Dacrah:

Pembavaran saham-sdhun Jengan goodwiil tidak diperbolehkan

BABYV
PENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kepengurusan
pPasal 6

an Daerah Kota Pagar Alam terdiri dar Direksi

dan Badan Pengawas.

(2)

(4)

13

=gz “odua
Direksi
paragraph 1

pengangkatan
Pasal 7

pPorusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi vang terdiri dari seorand

Oiektur Utama dan beberapa nrong Direldur;

penaangkatan anagota direks ditetapkan dengan Keputusan

Walikota atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama

untuk 1 (satu) kall masa jabatan’
Penaangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

apabila anggota direksi terbukti mempunyai prestasi yang baik

dalam meningkatkan kineria Perusahaan Daerah;

gebelum menialankan tugasnya, direksi harus mengucapkan

-t/ ianii dihadanan Walikota;

S G



()

(6)

M

Antara sosama anggota diraksi tidak diparkanankan ada hubungan
keluarga sompai darajat kotign, balk monurut garis furus matipun

garis kesamping tormasuk monantu dan ipar,

Direks! dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 8

Direks! Petrusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat

n perueshaan

EOmAMpuan Gan . kednlisi dalam bidang pengalola
dacrah, memenuhi syarat yang diperiukan untuk menuniang
kemajuan perusahaan daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

a. Syarat-syarat umum .
1. Warga Negara Indonesia;
5 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa.
3 Sofia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar

-3

RIS

4 Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah balk
pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah:

5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

terutama terhadap Pemerintah Daerah;

Tidak pernah melakukan tindak pidanayang dibuktikan

o

dengan surat keterangan dari Pengadilan;
7. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 60

(2nam puluh) tahun;

b. Syarat-syarat khusus :
1. Mempunyai ijazah minimal sarjana (§1) sesuai dengan
fajrdmmmmiin”

fempunvai paRgaaman kerja minimal 5 (ima) tahun

diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan

™D

(refrensi) dari lembaga yang kempeten;
3. Membuat dan menyaijikan visi dan misi dan strategi

-

perusahaan;



4 Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil
Walikota, Badan Pengawas atau direksi lainnya sampai
dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun

kesamping termasuk menantu dan ipar.

Direksi perusahaan tidak dibenarkan untuk memangku jabatan

rangkap sebagaimana tarsebut dibawah ini :

Direkei Panizehacn Daarah lainnva ataul perusahaan swasta

(2]

atau jabatan l2innya Yang terhubungan dengan pengelolaan

perusahaan;
b. Jabatan structural dan atau fungsional pada instansi / lembaga

Pemerintah Pusat dan atau Daerah;

c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Paragraph 2

Tugas dan Wewznzng Direksi

Pasal 9

Diraksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan daerah mempunyai

tugas sebagal berkut :

-

=]

M

Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah:
Merencanakan dan menyusun program keria tahunan dan lima
tahunan:

Membina pegawai;

Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
Manyelennaarakan administrasi umum dan keuangan,

Mewakil perusahaan daerah baik dalam maupun diluar pengadilan:

Menyampaikan laba rugi tahunan serta laporan kinerja kepada

Walikota melalui Badan Pengawas.
Pasal 10

Oiroksi dalam  melakukan pengelolaan perusahaan daerah

mempunyai wewenang sebagai berikut :



(2)

3)

M

2

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan
daerah;

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;

c. Menganglat pegawai untuk menduduki jabatan dibaw: h direksi;

d. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan
pengawas dan pemegang saham;

e. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi laba dan;

f. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Dalam melaksanakan tugasnya direksi dibantu oleh kepala-kepala
bagian dan kapala-kepala sub bagian atau sebutan fain yang jumiah
dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan

dengan Keputusan Walikota;

Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan képulusan direksi.
Pasal 11

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada walikota

yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan;
Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan
periiitungan laba rugi tahunan perusanhaan daerah diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraph 3
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 12

Penaahsilan direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

(1)

Pasal 13

Gall sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini

ditentukan sebagai berikut :



@)

(3)

(4)

()

(2}

a. Direktur Utama menerima maksimum dua setengah kal gaj
pegawal tertinggi didalam perusahaan;

b. Direktur menetima sembilan puluh per seratus dari gaji Direktur
Utama.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini
terdiri dari -
a. Tunjangan Kesehatan;

b. Tunjangan Perumahan atau uang sewa rumah yang pantas

Jasa produksi sebagaimana dimaksud pasal 11 Perati ran Daerah
ini diberikan  setiap tahun yang jumiah dan mekanisme
perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jumiah seluruh biaya pengahasilan direksi, honorarium Badan
Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kena flainnya
tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dan seluruh
realisasi biaya perusahaan daerah Tahun Anggaran yang berjalan.

Paragranh 4

Dana Representatif dan Perjalanan Dinas Direksi
Pasal 14

Untuk menunjang kelancaran tugas, kepada direksi dapat diberikan

dana representatif;
Besarnva dan representatif setinggi-tingainya 75 % (hijuh pufih

lima perseratus) dan jumlah penghasilan direksi vang diterima

dalam 1 (satu) tahun.

Pasaf 15

Hircksi yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau Keluar

negern harus mendapat izin Walikota.
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Polakaanann hak oull sebagaimana  dimaksiid pada ayat (1)
(iaknanakan setalah mendapal parsenijian Wallkon atai nejatnal

yang ditun)ik,

Anggola — dirakal  selama  malaksanakan i mendnpatian
penghasilan panuh darl perusahasn daerah,

Paraqraf 6
Pambarhentian

Pasal 17

Anggota diroksl dapat dibarhentikan dengan alnsan ;

Q.

Atas pormintann sendirl;

Karonn kasohatan sehinggn tidak dapat molaksanakan ugasnyn,
Tldak: molaksanakan tugasnya sesual dengan program yang telah
disotujul;

Torlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;

Dihukum  pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negari yang
tolah mompunyal kokuatan hukum tetap;

Borakhirnya masa fabatan sebagal direksl,

1)



Bagian Ketiga
Hadan Pengawas
Paragraph 1
Pengangkatan

Pasal 18

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diborhentikan oloh
Walikota Pagar Alam;

) Anggola Badan Fengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdin dan ¢

a. Pejabat Daerah;
b. Perorangan dan;

¢. Masyarakat yang memenuhi persyaratan,

{3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memonuhi
persyaratan :

a. Menyediakan waktu dan tempat,

b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan komisaris atau dengan
Badan Pengawas lainnya atau dengan direksi sampai dengan
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesaraping
termasuk menantu dan ipar,

¢. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya;

d. Berdomisili diwilayah Kota Pagar Alam.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

(1) Jumiah Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan

sekurang-kulangnya 3 (tiga) orang;

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;

c. Anggota.

11



Pasal 20

(1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;

(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas
mempunyal prestasi dalam melakukan tugasnya.

Paragraph 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a

b

Mengawasi kegiatan direksi;

Memberikan  pertimbangan kepada  Walikota terhadap

pengangkatan dan pemberhentian direksi:
wlemberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap program

kerja yang diajukan oleh direksi:
Memberikan pertimbangan kepada

Walikota terhadap rencana

perubahan status kekayaan perusahaan daerah:

Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap rencana

riniaman dan KSiE5 HuRUT derpan pihak Kenga;

Memberikan pertimbaigan kegods Walikota terhadap iaporan

neraca dan perhitungan laba/ rugi dan laporan kinerja. dan:

Mengadakan pertemuan/ rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kal

dalam setahun.

(?) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut

a. Melihat bukubuku dan surat-surat serta dokumen-dokumen

<

iainnya, memenksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi)

Memasuki pekarangan-pekarangan gedung-gedung dan kantor

yang dipergunakan oleh perusahaan:

Meminta  penjelasan-penjelasan

dari direktu perusahaan

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan

perusahaan;

12



A,

(3)

Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan
Sepengetahuan  direksi untuk menghargai rapat Badan
Pengawas;

Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan:

Memberikan  peringatan  kepada direksi yang tidak
melaksanakan tugas sesuai denganprogram kerja yang
disetujui;

Memerixsa anggota direksi yang diduga melakukar salah satu
perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1).

Daiam mealukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) :

Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/ rapat
secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila
diperlukan untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas
direksi:

- Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi

baik dalam linakungan Badan Pengawes ftu sendii maugun
dalam hubungan dennan diraks; :

Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijaxsanaan yang tc!z, wieapran olen KOMIsaris,
maka hal tersebut harus diajukan kepada Walikota untuk

mendapat keputusan.

Paragraph 3

Penghasilan Badan Pengawas

Pasai 22

renghasilan Badan Pengawas terdin dari -

a

D

Gaji dan ;

Jasa produksi.

Pasal 23

i) Ketua Badan PEngawas menerima gaji sebesar 40% (empat puluh

perseratus) dari gaji direktur utama:



(2)

(3)

Sekretans Radan Pengawas menerima gaji sebesar 35% (tga

puluh lima perseratus) dari gaj direktur stama:

Anggota Badan Pengawas menenma gaji sebesar 30% (tiga puluh

perseratus) dan ga)i direktur utama.

Pasal 24

Besar jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b

berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

()

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 26
Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan
a, atas permintaan sendiri:
b. karena kesehatan sehingga tdak dapat melaksanakan

tugasnya;

5]

tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan proq.ram yang
telah disetujui;

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah;

e. di hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang

telah mernpunyai kekuatan hukum tetap.

Apahila Badan Pengawas di duga melakukan salah satu perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, ¢, dan d Walikota
segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan,

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera menerbitkan

surat keputusan tentane nemberhentian sebaaai Badan Ponaawm-.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Paragraf 1
Pengangkatan Pegawai

Pazg! 2k

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai

dengan Peraturan perusahaan.



Pasal 27

Pangangkatan pegawai dilakukan hanya mengisi formasi yang telah
ditetapkan  dengan  memperhatikan  pendidikan  khusus dan

profesionalisme calon pegawai.

Paszl 29

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak

sesual dengan kebutuhan;

(2) lenaga honirer atau tenaga kontrak mendapat honorarium yang
besarnya ditetapkan oleh direksi;

(3) Tenaga honorer atau tenaga kcitiak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hdak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 29

Pegawai dari Badan Usaha yang sejenis dapat diterima menjadi pegawai

sesual dengan kebutuhan.
Pasal 30

Persyaratan penerimaan pegawai perusahaan daerah diatur dan

ditetapkan dalam peraturan perusahaan.

Paragrapf 2
Kepangkatan
Pasal 31

(1) Pegawai diangkat dalam perangkat tertentu;

(2) Pangkat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur
dalam Peratuan P-ruZahaan;

(3) Untuk melakukan penilaian atas k2mampuan pegawai untuk
menduduki jabatan tertentu direksi membentuk Tim Partimbangan

fa -
Jaopatan.
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Paragraf 3
Kenaikan Pangkat

Pasal 32

(1) Periode kenaikan pangkat pegawai Citetapkan pada tanggal 1

Januari dan 1 juli iap tahun;

(?) Kenakan pangkat pegawal sebaaaimana dimaksud pada ayat (1)
teroin dari :
2. kenaikan pangkat biasa;
b. kenaikan pangkat pilihan;
c. kenalkan pangkat penyesuaian;
d. kenaikan pangkat Istimewa;
[s e, kenaikan pangkat pengabdian;

f. kenalkan pangkat anumerta.

(3) Persyaratan dan prosedur kenaikan pangkat pegawai seagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Paragraf4
Pengangkatan daiam Jabatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan
memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang

ditetapkan untuk jabatan itu;

fata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan dengan

e

peraturan pe/usahaan.

Paragraf 5
Pembinaan Karier Pegawai
Pasal 34

Untuk mencapai dava guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya

dilaksanakan system karir pegawai perusahaan daerah melalui

16




penienjangan yang dilakukan secars terarah sesual dengan kiasifikas
dan  kebutuhan yang distur dan ditetapkan dongan poraturan

perusahaan,

(n

(1)

2)

(3)

(1)

Paragraf 6
Hak-hak, pengahasilan dan penghargaan

Pasal 36

pegawal yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud
Pasal 32 diberikan penghasilan yang terdiri dari :

a. Gayi pokok;

b. iun;angankeluarga;

c. lunjangan lainnya.

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Direksi berdasarkan peraturan perusahaan.

Pasal 36

Tunjangan keluarga terdiri dari :
a. funiangan isteri / suami;

b. lunjangan anak.

Tunjangan isteri/suami dan anak sebagaimana dimaksud ayat (1)

diberikan kepada pegawai yang mempunyai isteri / suami:

Tuniangan suami tidak diberikan kepada pegawai perempuang

yang suaminya bekerja di Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam.
Pasal 37

Tunjangan anak diberikan kepada pegawai dengan ketentuan

sebagai berikut :
a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;

c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
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(2) Batas unyur sebagaiména dimaksud pada ayat (1) | uruf b dapat

(1

(2

(1)

@)

(1)

@)

diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun

apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktkan dengan

surat keterangan dari pimpinan sekolah / perguruan tinggi.
Pasal 38

) Pegawai dapat diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2(dua) tahun
sekali, jika telah memenuhi persyaratan;

) Persyaratan sebagaimzna  diiaksud ayat 91) diatur dalam

peraturan perusahaan

Pasal 39

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 %
(delapan puluh persen) dari gaji pokok;

Selain  gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersangkutan diber’ tunjangan sejcnis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan diraksi.

Pasal 40

Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti

sakit, cuti karena alasan penting serta cuti untuk menunaikan
ibadah haiji;

Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keptusan direksi.

Pasal 41

Pegawal  beserta keluarganya yang menjadi  tanggungan
perusahaan daerah diberikan tunjangan biaya pengobatan,
perawatan di rumah sakit, klinik dan fain-lain yang pelaksanaanya

ditetapkan dengan keputusan Direksi:



(2) Sumbangan kematan, bencana alam dan kecalakean yang

jumiahnya sesuai dengan ketentuan yang ditet.pkan dangan
poratuan direksi,

Paraqraf 7
Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

Setap pegawai wajib ;

memenuhi dan mengamalkan Ideclogi Nogara bordasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
Mendahulukan kepentingan perusahaan dari padn kepentingan

pnibadi atau golongan;
Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua
larangan perusahaan;

Memegang teguh rahasia perusahaan atau jabatan;

Mengangkat sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;

Nematuhi / mentaati semua peraturan perusahaan.

Pasal 43

Sehap pegawal dilarang :

melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung

merugikan kepentingan perusahaan,;

Menyalahgunakan  kedudukan dalam  perusahaan  untuk

memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung
ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan,

Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik perusahaan;

Memberikan  keterangan lisan  atau tulisanyang  bukan

wewenangnya vang merupakan perusahaan kepada pihak lain

tanpa izin direksi:
telakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma

susila, agama dan hukum.




Paragraf 8
Hukuman Disiplin dan Pemberhentian

Pasal 44
(1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin;

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimans dimaksud ayat (1) berupa :

Teguran lisan;

o

Teguran tertulis;
Penundaan kenaikan gaji berkala;

a o

Henundaan kenaikan pangakat;

o

Penurunan jabatan;

=~

Penurunan pangkat;

Pemberhentian sementara;

& @

Femberhentian dengan hormat atau;

Pembernentian dengan tidak hormat,

(3) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini diatur dalam peraturan perusahaan.

Paragraf 9

Per=h--gaan dan Tanda inen_
Pasal 45

(1) Pemberian penghargaan dan tanda jasa diberikan kepada pegawai

oleh Direksi;

(?) Persyzraian pemberian penghargaar dan tanda jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.
Pasal 46

Setiap tahun setelah tutup buku apabila perusahaan memperoleh laba,
maka kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya

ditetapkan dengan keptusan Direksi.
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(2)

: Paragaraf 10
Pensiun

Pasal 47

Setiap direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan dalam program

pension;

Ketentuan kepesertaan program pension sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB VI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 48

Tahun buku perusahazn daeraii adaian tahun buku Takwin vaitu dari

tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1)

'~

(Z)

(4;

Pasal 49

Gelambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku
berikutnya, direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran
Perusahaan Daerah kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;

Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Walikota
mengesahkan rencara anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

sebelum memasuki tahu buku baru:

Apabila dalam jangka waktu 2(dua) bulan setelah Rencana
Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini, Walikota b~'u= mengemuk=bzs \cieiamn atau fidak

menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana Anggaran °

Perusahaan Daerah tersebut dianggap berlaku:
Perubahan anggaran vang terjadi dalam tahun buku vang

bersanakutan harus mendapat persefuing;: [obih  dafiuiu  dari

Walikets setelan mendapat pertimbangan dari badan pengawas.
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BAB VI
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 80

Tata cara penjualan, pemindatanganan, ataupun pembobanan atau
aktiva tetap perusnhaan daerah serta penorimaan pinjaman jangka
menengah / panjang dan pembarian pinjaman dalam bontuk
apapun serta menagih lagl dan penghapusan dari pembukann
piltang daiv prseainan barang oleh Parusahaen Daerah diatur oleh

Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Direkst mengusulkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas
mengenai  harta kekayaan Porusahaan Daerah yang tidak

digunakan / bermanfaat (idle assets) urtuk dilepaskan / dijual.
BAB VIli
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN TAHUNAN

Pasal 61

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah
disampaikan secara berkala ofeh Direksi kepada Walikota melalui Badan

Pengawas.

0

(2)

Pasal 62

Untuk tiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang
terdiri dari rencana dan perhitungan laba rugi kepada Walikota

selambat-lambatnya menurut cara dan waldu yang ditctaplan oleh

Walikota;

Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk ofeh

Wallkota;
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3)

(4)

Selambat-lambatnya 1 (satu) bufan setelsh pemeriksaan dan
pengesahaan ak.ni.n  selesai, Diiis enginmkan hasil
pemeriksaan akuntan serta pandangan Direksi tentang masa depan
Perusahaan Duerah kepada Walikota, Badan Pengawas dan
baZan-hadan amnnya sesuai dengan peraturan perudang-undangan
yang berlaku;

Perhitungar, tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini disahkan oleh Walikota, pengesahan yang berarti membenarkan
Direksi atas segala sesuatu termuat dalam perhitungan itu;

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud
disampaikan.  Walikota tidak mengajukan keberatan  atau
bl

perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianagap tzia

aisahkan:

Walikota menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakifan Rakyat
Daerah tentang hasil usaha perusahaan daerah setiap tahun buku

szlambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan:

Walikota mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan
akuntan dan hasiinya disampaikan kepada Dewan Perwakilai,

Rakyat Daerah.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENCRUNMAGRN { ADA

Pasal 53

reagaunaan laba bersth, terdiri dari :

a.

Untuk anggaran dacrah 35 %:
Untuk pemupuikan modal 40%;
untuk jzsa produksi 15 %;

Lintuk dana pondidikan dan social 10 %
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BAB X
KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 64

Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 55

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Da~rah:
(2)  Penunjukan likuidator ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota:

(3} Penangauncisvaban iikuiduior disampaikan kepada pemerintah

kota yang memberikai; pembebasan tanggung jawab tentang

pekerjaan yang telah diselsaikan:

(4} Sernua kekayaan perusahaan daerah setelah dilikuidasi menjadi

milik Pemerintah Kota:

(3 Dalam hal likuidasi perusahaan daerah termasuk dalam ayat (1)
pasa! ini Pemerintah Kota bertanggung jawab atas kerugian vang
dgiderita pihak ketigs, apabila kerugian tersebut sesuai dengan

perhitungan rugi / laba yanq disahkan oleh Akuntan Negara / Pubiik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belurm diatur dalam Peraturan Daerah inj, sepanjang -
mengenal pelaksanaannva akan diatur lebih fanjut dengan Peraturan

vWalikota,




Pasal57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal,5 MEI 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto
H. DJAZULI KURIS
Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal,8 MEI 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
dto
H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 03 SERID



